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MOTO 

Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas. 

 (HR Bukhari). 

Peluang nyata untuk sukses terletak di dalam diri seseorang dan bukan pada 

pekerjaannya. 

(Zig Ziglar) 
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RINGKASAN 

Laila Arridhanie, April 2023. PENEGAKAN HUKUM DALAM 

PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK 

PIDANA KORUPSI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. 

Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M. Kn. dan Pembimbing Pendamping: 

Indah Ramadhany, S.H., M.H. 

Korupsi dalam Bahasa Latin disebut dengan “corruptio”, sedangkan terjemahan 

dari Webster Student Dictionary yakni “corruptus” memiliki konotasi terhadap 

tindakan yang negatif. Korupsi pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang 

berlawanan dengan hukum namun memiliki banyak dimensinya tersendiri. Pada 

umumnya, korupsi selalu memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang 

bersinggungan dengan birokrasi, kekuasaan, maupun pemerintahan dalam segi 

politik. Kemudian dalam perspektif hukum, tindakan korupsi memiliki 

kekhususannya tersendiri dalam kajian hukum pidana, bahkan dalam kajian 

hukum tata negara maupun hukum administrasi yang kerap memunculkan 

terminologi hukum korupsi kewenangan. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda 

maupun uang pengganti lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu 

berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Kerugian keuangan negara tidaklah 

semudah seperti yang dibayangkan karena seringkali Terpidana menyembunyikan 

hasil kejahatannya tidak hanya dalam bentuk aset benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak namun juga terpidana menyembunyikan asetnya dalam bentuk 

benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang dalam suatu perusahaan 

ataupun dalam sistem keuangan. Terkait dengan aset terpidana dalam bentuk 

benda bergerak tidak berwujud berupa piutang yang belum dilakukan penyitaan 

oleh Penyidik timbul kemudian kesulitan bagi Jaksa Pelaksana Putusan 

Pengadilan yang akan melaksanakan eksekusi terhadap aset tersebut mengingat 

tidak adanya mekanisme atau aturan yang jelas yang mengatur mengenai 

pelaksanaan eksekusi terhadap hal tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah 

sitematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-

pengertian 

pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak 

dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dimana 

penelitian 

ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat 

dan 

adanya kekaburan hukum maupun kekosongan hukum akibat adanya kebijakan 

yang bersifat dilematis, di satu sisi tujuan Undang-Undang tindak pidana korupsi 

(UUTPK) dapat tercapai sehingga meningkatkan pengembalian kerugian uang 
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negara, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana, 

persoalan ini terjadi karena perumusan pasal dari UUTPK yang menimbulkan 

multitafsir dalam penegakan hukumnya, yaitu pada unsur “dapat merugikan 

keuangan atau perekonomian negara”. Hasil penelitian ini diketahui, bahwa:  

1. Bahwa Bahwasanya Secara garis besar, BPK memliki peranan yang sangat 

penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran penting 

BPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak akan 

membuahkan hasil yang maksimal apabila tidak adanya kerja sama dengan 

berbagi pihak yang terkait, dalam hal ini Aparat Penegak Hukum. KPK 

sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta 

PPATK dalam mendetektsi indikasi transaksi keuangan mencurigakan 

tentunya berperan penting dalam proses hukum atas tindak pidana korupsi, 

sedangkan BPK berperan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas 

sektor publik dan usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu 

perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja 

serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan 

dengan penegak hukum. Kerja sama tersebut dapat berupa pertukaran 

informasi guna kepentingan penyidikan dan kepentingan audit, kerja sama 

pendidi kan dan pelatihan serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. 

Dengan meningkatkan kerja sama antarlembaga tersebut diharapkan proses 

pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa mencapai hasil 

yang maksimal 

2. Secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan 

dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 1 angka 

1 UU BPK: “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, 

adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. asal 10 ayat (1) UU 

BPK: “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang 

diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang 

dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain 

yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Akan Tetapi KPK 

memiliki Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi 

yang bertugas menghitung kerugian negara dalam kasis tipikor. Kewenangan 

KPK untuk penghitungan kerugian negara, ditegaskan dalam pertimbangan 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 

Oktober 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu 

tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya 

dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga 

berkoordinasi dengan instansi lain. 
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ABSTRAK 
 

LAILA ARRIDHANIE (1910211220006) dengan judul skripsi “PENEGAKAN 

HUKUM DALAM PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA 

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaturan hukum tentang penghitungan kerugian negara dan 

mengetahui siapa penegak hukum yang berhak menentukan jumlah kerugian 

negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan 

skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian 

kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini 

menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah 

dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Salah 

satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. 

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001, Peran pemberantasan korupsi tentu tidak lepas dan kejelian para penegak 

hukum dalam menerapkan dan mengimplementasikan pembuktian yang 

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan argumentasi 

hukum yang tepat. Tetapi tidak jarang penegak hukum juga menemukan suatu 

hambatan dimana KUHP dan KUHAP saja tidak cukup sebagai payung hukum 

karena bersifat umum dan bukan merupakan produk hukum baru yang dapat 

mengatasi problem hukum yang relatif bersifat baru karena modus korupsi saat ini 

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin 

berkembang. Alat bukti terhadap Perhitungan kerugian keuangan negara juga 

diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar 

terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam 

KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran 

uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-

undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Kata kunci: Kerugian Negara, Alat Bukti, Perkara Korupsi. 
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